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ABSTRAK 

 

PENDISTRIBUSIAN DANA KKS UNTUK MENGURANGI ANGKA 

KEMISKINAN (Stadi Kasus di Desa Rejo Asri Vlll ) 

Oleh : 

WAHYUDI 

 

 Kebutuhan manusia untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagi-

bagikannya dinamakan ekonomi..Kemiskinan merupakan masalah 

multidimensi karena berkaitan denganketidakmampuan akses secara 

ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi. Kebijakan pemerintah dalam 

program pengentasan kemiskinan sepertiProgram Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) termasuk dalam klaster-1 bersamaprogram bantuan beras untuk orang 

miskin (Raskin), program keluarga harapan(PKH), program jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau yangsebelumnya dikenal dengan 

Askeskin untuk perawatan kesehatan gratis, programbeasiswa untuk siswa 

miskin, serta Program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaranrumah 

tangga miskin (program nasional pemberdyaan masyarakat PNPM) 

dengansasaran pemberdayaan kelompok masyarakat dan program 

pemberdayaan usahamikro dan kecil berupa bantuan permodalan dan bentuk 

kredit usaha rakyatKartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan 

oleh Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Namun di desa Rejo Asri VIII, pemberian 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama ini menimbulkan kecemburuan di 

masyarakat karena pembagian kartu yang belum tepat sasaran dan belum 

merata. bahwa di temukan adanya data yang tidak objektif dalam artian 

masyarakat yang seharusnya menerima Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS).Sesuai dengan kasus, ada masyarakat yang menerima kartu dan ada 

masyarakat yang tidak menerima kartu padahal kondisi sosial ekonominya 

sama persis. 

 Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat 

dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber 

data primer yaitu perangkat desa Rejo Asri VIII dan masyarakat yang 

seharusnya menerima KKS, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku 

dan jurnal skripsi mengenai KKS. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini 

adalah wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis 

deduktify yaitu pengolahan data dari umum ke khusus. 

 Perkembangan KKS di Desa Rejo Asri VIII berkembang mengikuti 

perkembangan teknoligi yaitu dari cara pengambilan yang awal mulanya 

melalui kantor pos dan sekarang melalui ATM. Namun, di Desa Rjo Asri 

pembagian dana KKS tidak tepat sasaran serta tidak membantu pada keluarga 

miskin menuju sejahtera karena jumlah keluarga miskin yang mendapatkan 

awalmulanya hanya 21 KK ditahun 2015 bertambah menjadi 33 KK ditahun 

2016. 
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MOTTO 

 

Surat Adz- Dzaariyat ayat 19: 

           

 Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

          Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan 

suasana ketidakpastiannya sangat tinggi.Kepercayaan masyarakat dunia 

terhadap perekonomian menurun tajam.Akibatnya, gambaran ekonomi dunia 

terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah 

menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah.Tingkat bunga yang 

sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan 

kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya 

pada kebijakan fiscal. 

 Menurut Mohamad Ikhsan, negara-negara yang tergabung dalam G-20 

dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat 

ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk 

memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal 

dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering 

kali terdapat hambatan.Hambatan ini dirasakan terutama di negara 

berkembang.1 

  Kebutuhan manusia untuk memenuhi, menghasilkan, dan membagi-

bagikannya dinamakan ekonomi.2Tingkat   kesejahteraan    di  negara  kita  

dianggap   masih    sangat kurang     dikarenakan     masih   begitu   banyak    

masyarakat     yang    memiliki kehidupan     kurang   layak   yang   

                                                           
1 (http://majalah.tempointeraktif.com) 

 2Abdullah Zaky Al kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 

2002), h.12  
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diakibatkan   oleh  beberapa     faktor  seperti pengangguran, kelaparan, 

ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan kemiskinan. 

       Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan 

denganketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan 

partisipasi. 3Kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan 

sepertiProgram Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) termasuk dalam klaster-1 

bersamaprogram bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), program 

keluarga harapan(PKH), program jaminan kesehatan masyarakat 

(Jamkesmas) atau yangsebelumnya dikenal dengan Askeskin untuk 

perawatan kesehatan gratis, programbeasiswa untuk siswa miskin, serta 

Program bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaranrumah tangga 

miskin (program nasional pemberdyaan masyarakat PNPM) dengansasaran 

pemberdayaan kelompok masyarakat dan program pemberdayaan usahamikro 

dan kecil berupa bantuan permodalan dan bentuk kredit usaha rakyat. 

       Selain itu, Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan 

merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini 

baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada 

proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta 

tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan 

jumlah penduduk suatu negara.4Distribusi pendapatan nasional yang tidak 

merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. 

Sistem distribusi yang tidak pro hanya akan menciptakan kemakmuran bagi 

                                                           
3Ibid 
4Hasbi Iqbal, Implementasi Kebijakan Program BLT Tahun 2008, (Universitas 

diponegoro Semarang, 2008), h. 1  
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golongan tertentu saja, sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam 

menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini. 

       Pada saat pemerintahan Presiden JokoWidodo dengan Jusuf Kalla, Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

yang diterbitkan pemerintah sebagai dua identitas bagi penerima program 

perlindungan sosial. Dalam menjalankan program -program perlindungan 

sosial ini, pemerintah mengeluarkan dua peraturan yaitu Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga 

produktif. 

       Di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui nawa citanya, 

pemerintah akan meningkatkan produktivitas kesejahteraan melalui program-

program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu bentuk 

program tersebut adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Sesuai dalam 

peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang 

program percepatan penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam pasal 2 

menyebutkan bahwa : 

1. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah 

menetapkan  program perlindungan sosial. 

2. Program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

 meliputi : 
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a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera 

b. Program Indonesia Pintar 

c. Program Indonesia Sehat5 

  Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh 

Pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu, sebagai pengganti 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS), yang di atur dalam Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang PelaksanaanProgram 

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program 

Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. 

  Dalam Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2014 

terdiri atas 3 kartu yang dimana salah satunya yaitu Program kartu keluarga 

sejahtera(KKS)Yang menandaiupaypeningkatan kesejahteraan masyarakat 

kurang mampu. Melalui pelaksanaan program ini, diperkenalkan penggunaan 

teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu agar penyaluran 

program dapat lebih baik dan efisien.Dengan pelaksanaan program ini, 

pemerintah dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan 

perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekedar diberikan bantuan 

charity(amal).6 

       Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini berhak 

mendapat program perlindungan sosial. Program Indonesia sehat, Program 

Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang merupakan 

                                                           
5Zainuddin, Analisis Kebijaksanaan Program KKS, (Universitas Hassanudin Makassar, 

2017), h.4  
6Rasyid, Rya,Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, 

(Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,2000),.h. 36 
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bagian dari program KKS. Ini berarti penerima KKS berhak mendapatkan 

Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk keuangan digital 

dengan pemberian SIM Card yang berisi e-money dan dalam bentuk 

simpanan giro pos. 

  Dalam pendistribusian KKS ini dibutuhkan peran Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Berdasarkan Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi 

tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau 

dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama 

jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di 

Kecamatan.7 

 KKS adalah suatu program bantuan yang dicanangkan pemerintah 

untuk rakyatmiskin.  Suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dikarenakan 

kenaikan harga-harga bahan pokok di Indonesia membuat rakyat-rakyat 

miskin mengalami krisis makanan karena mereka tidak bisa membeli bahan  

makanan  dikarenakan harganya yang mahal.8 

 Begitu banyak pro dan  kontra yang muncul atas kebijkan yang 

diambil pemerintah itu dikarenakan kebijakan tersebut  tidak  luput  dari 

“ketidakadilan”. Karena masih banyak rakyat miskin yang belum pernah 

                                                           
7Ibid 

 8Suwitri, Sri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, (Semarang:Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro,2006),  h. 46 
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merasakan bantuan tersebut. Dengan demikian dapat alasan program 

KKSadalah alasan yang prioritas dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara di Indonesia. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilatar 

belakangi upaya menanggulangi tingkat kemiskinan.9 

 Seperti program-program bantuan sebelumnya, pelaksanaan KKS di 

lapangan pun tidak luput dari berbagai kendala.Muncul berbagai pendapat di 

masyarakat mengenai keefektifan program ini dan dampak yang 

ditimbulkannya.Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 

program KKS mempengaruhi keberhasilan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga miskin. 

 Begitu    banyak   pro  dan   kontra  yang   muncul   atas   kebijakan   

yang diambil  pemerintah   dalam   membantu   masyarakat   yang   kurang   

mampu   di Indonesia.Program Kartu Keluarga Sejahtera ini telah berjalan 

semestinya, namun demikian tidak terlepas dari hal-hal yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan yang peneliti amati di 

lapangan berkenaan dengan program KKS ini, yaitu : 

1. Ketidaksesuaian data penerima KKS sehingga tidak tepat sasaran. 

2. Kurangnya edukasi mengenai program ini sehingga tujuan dari kebijakan 

ini tidak tersampaikan dengan maksimal. 

3. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah.10 

                                                           
9Ibid  

 10AgusPurwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti,.ImplementasiKebijakan 

Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: GavaMedia,2015),.h. 35 
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 Menurut hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan Bpk. 

Zainul murti Desa Rejo asri VIII pendistribusian KKS tidak 

merata.Banyaknya warga yang seharusnya mendapatkan KKS justru tidak 

menikmati dan pendistribusian KKS pun tidak merata. Hal ini dikarenakan 

data yang diambil adalah data terdahulu dan tidak diperbarui.Menurut 

beberapa warga, mereka dimintai data seperti Kartu Keluarga dan KTP 

namun tetap tidak mendapatkan KKS.11  

 Selain itu juga, menurut wawancara singkat yang peniliti lakukan 

dengan ibu siti juaria, KKS di Desa Rejo Asri VIII tidak tepat sasaran karena 

banyak warga yang memiliki sawah mendapatkan KKS bahkan saat 

pengambilan KKS tidak sedikit warga yang memang kesehariannya memakai 

perhiasan dan anak anak mereka kuliah.Melalui distribusi yang tidak merata, 

program KKS dianggap gagal untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang 

masih tinggi.12 

B. PertanyaanPenelitian 

       Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas serta untuk 

memperjelas obyek penelitian, maka penyusun membatasi dan merumuskan 

pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: “Bagaimana 

Pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Untuk Mengurangi Angka 

Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Rejo Asri Viii Kec. Seputih Raman)? 

 

                                                                                                                                                               
 

11Wawancara singkat yang peniliti lakukan dengan Bpk. Zainul murtidi Desa Rejo Asri 

VIII, tanggal 1 Desember 2018 
12 Wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan Ibu Siti Juaria di Desa Rejo Asri 

VIII, tanggal 1 Desember 2018 
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C. TujuandanManfaat Penelitian  

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian dana KKS 

untuk mengurangi angka kemiskinan apakah sudah sesuai atau belum. Adapun 

manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat ilmiah, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai pendistribusian dana KKS dalam mengurangi 

jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

perkembangan pendistribusian dana KKS saat ini. 

D. Penelitian Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suharianto, tahun 2015 dengan judul 

“Pelaksanaan  Program  Bantuan Langsung  Tunai Di Kantor Desa Sungai 

Mariam  Kecamatan Anggana Kabupaten  Kutai Kartanegara” 

       Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tentang Pelaksanaan 

Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Sungai Mariam Kecamatan 

Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai permasalahan 

ditemukan pada pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera ini, selain 

pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak tepat sasaran 

adalah akumulasi dari berbagai permasalahan ekonomi masa lalu, 

sementara pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat sehingga 

membawa perekonomian kepada suatu keadaan yang lebih baik. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidin tahun 2016 dengan judul 

“Hubungan Kartu Keluarga Sejahtera Dengan Perilaku 

KonsumsiMasyarakat Muslim (Studi Kasus Kelurahan Pamulang Timur)”. 

       Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana Hubungan Kartu 

Keluarga Sejahtera Dengan Perilaku KonsumsiMasyarakat Muslim (Studi 

Kasus Kelurahan Pamulang Timur) yang meliputi konsumsi makan, 

minum, pendidikan,kesehatan, sedekah, infak, dan zakat. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Marini tahun 2015dengan judul 

“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak”. 

       Hal yang dikaji dalam penelitian ini  adalah; pertama bagaimanakah 

Penetapan penduduk miskinDi Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak. Kedua, berapakah masyarakat yang benar-benar layak 

untuk mendapatan antuan Langsung Tunai.Dan yang ketiga, adalah 

bagaimana dampak pemberian Kartu Keluarga Sejahtera kepada 

masyarakat miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak.Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian lapangan 

dengan metodenya berupa wawancara dan dokumenter dan menggunakan 

analisa data berupa analisis isi. 

       Penelitian Suharianti, Rosyidin, Dian Marini, yang telah dipaparkan 

secara sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dengan penelitian yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Kartu 
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Keluarga Sejahtera dari proses nya sampai bantuan itu sampai ditangan 

rakyat.Akan tetapi terdapat perbedaan dalam fokus kajian dan tujuan 

penelitiannya. Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas hanya 

memebahas tentang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bagaimana 

proses KKS sampai ditangan rakyat sedangkan penelitian yang saya 

lakukan  tidak hanya terfokus pada prose4s penyalurannya dana Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS), akan tetapi dalam penelitian ini peneliti 

bermaksud mengkaji secara khusus mengenai Pendistribusian dana Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak tepat sasaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Distribusi  

1. Pengertian Distribusi 

 Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang 

atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya 

menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. 

Menurut saya pengertian distribusi adalah proses penyaluran barang dan 

jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen.13 

                    Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

b. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen. 

c. Tercapainya pemerataan produksi. 

d. Menjaga kontinuitas produksi. 

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. 

f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.14 

2. Jenis-Jenis Distribusi 

         Berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen, sistem 

distribusi dibedakan menjadi antara lain.  

 

                                                           
13M. Fuad, Pengantar Bisnis, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129 
14Muh. Baqir Ash Shadr, buku Induk Ekonomi Islam, Zahra: Jakarta. 2008, h. 434 
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a. Distribusi Langsung 

Pengertian distribusi adalah penyaluran atau penjualan barang yang 

dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan 

tanpa perantara.  

b. Distribusi Tak Langsung 

Pengertian distribusi tak langsung adalah penyaluran atau penjualan 

barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara.Perantara 

yang terlibat kegiatan jual beli adalah pedagang, agen, makelar, dan 

komisioner. 15 

3. Macam-Macam Saluran Distribusi  

         Terdapat berbagai macam saluran distribusi barang konsumsi, 

panjang pendeknya saluran distribusi tergantung bergantung dari 

kebijakan perusahaan, diantaranya : 

a. Produsen-Konsumen 

Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan 

sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat 

menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung 

mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). Oleh karena 

itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung. 

b. Produsen-Pengecer-Konsumen 

Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada 

pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian 

                                                           
15M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 3 
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oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar, dan pembelian oleh 

konsumen dilayani pengecer saja. 

c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen 

Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen, dan 

dinamakan saluran distribusi tradisional.Di sini, produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar 

saja, tidak menjual kepada pengecer.Pembelian oleh pengecer 

dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani 

pengecer saja. 

d. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen 

Di sini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya.Ia 

menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi 

yang ada.Sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para 

pengecer besar. 

e. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen 

sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang 

besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil.Agen 

yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen 

penjualan.16 

 

 

                                                           
16http://sukaapaajadeh.blogspot.com/2013/09/makalah-distribusi.html, diakses pada 5 

Februari 2019 

http://sukaapaajadeh.blogspot.com/2013/09/makalah-distribusi.html
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4. Prinsip-prinsip dalam Distribusi 

 Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggap 

produktifdan mendukung para pedagang yang berjalan dimuka bumi 

mencari sebagiandari karunia Allah, dan membolehkan orang-orang 

memiliki modal untukberdagang tapi ia tetap berusaha agar pertukaran 

barang itu berjalan atasprinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan 

b. masyarakat. 

c. Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus 

tetap adakebebasan ijab dan qabul dalam akad-akad. 

d. Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut. 

e. Jelas dan jauh dari perselisihan.17 

         Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena 

dalamIslam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan 

dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertuan 

untuk saling memberimanfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara 

umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan 

konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi 

ketidak seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu 

timbulnya konflik individu maupun sosial.18 

         Dalam distribusi prinsip utama yang menentukan dalam kekayaan 

adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan distribusi ada dua: pertama, agar 

                                                           
17Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 363 

 18 M.A. Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Intermasa : Jakarta. 1992), h.114 
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kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Kedua, 

faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil demi 

kemakmuranNegara. 

         Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas 

menurutkemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. 

Oleh karena itutujuan Islam adalah memberi peluang yang sama kepada 

semua orang dalamperjuangan ekonomi tanpa membedakan status 

sosialnya. Disamping itu, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan 

lahiriah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam 

batsan-batasan yang wajar dan seksama.19 

         Jadi, menurut saya distribusi adalah suatu  proses penyaluran brang 

dan jasa dari produksi agar sampai ketangan konsumen. Dalam distribusi 

terdapat distribusi langsung dan tak langsung. Distribusi langsung adalah  

proses penyaluran barang dan jasa yang dilakukan dai produsen langsung 

ke konsumen, sedangkan distribusi tak langsung adalah proses penyaluran 

barang dan jasa yang dilakukan dari produsen tidak langsung ke konsumen 

melainkan  disalurkan dari produsen ke pedagang terlebih dahulu lalu 

kekonsumen. Pada umumnya proses distribusi dari tangan produsen untuk 

sampai ketangan konsumen melalui agen ataupun sales dan pedagang. 

 

 

 

                                                           
19Ibid 
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B. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

         Pada dasarnya kemiskinan yang senantiasa diidentifikasikan dengan 

taraf hidup yang rendah, dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana 

penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akankebutuhan 

pokok. 

         Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup 

kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental 

maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.20Menurut saya kemiskinan 

adalah dimana seseorang yang hidupnya tidak mampu mencukupi 

kehidupan sehari-hari serta tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. 

2. Indikator Kemiskinan 

         Indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan 

Pusat Statistika, antara lain sebagai berikut : 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, 

pangan dan papan). 

b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). 

                                                           
20Murbyanto, Stategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di 

Indonesia,(Aditya Media, Yogyakarta,1996), h. 29 
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c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga).21 

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun 

massa. 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya 

alam. 

f. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 

g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, 

wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok 

marginal dan terpencil).22 

3. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan 

         Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu 

kemiskinan alami dan kemiskinan buatan.Kemiskinan alami terjadi akibat 

sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang 

rendah dan bencana alam.Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari 

para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan 

berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk 

keluar dari kemelut kemiskinan. 

                                                           
21Suharto, Eko “ Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model 

Jaminan SosialUniversal Bidang Kesehatan”,: Bandung,h. 55 
22 Ibid 
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Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah 

Kuraiyyim, yang antara lain adalah: 

a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara 

global. 

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar 

perkembangan pendapatan per-kapita: 

1) Naiknya standar perkembangan suatu daerah. 

2) Politik ekonomi yang tidak sehat. 

3) Rusaknya syarat-syarat perdagangan 

4) Beban hutang 

5) Kurangnya bantuan luar negeri, dan 

6) Perang23 

b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. 

         Terlihat jelas faktor ini sangat urgent dalam pengaruhnya 

terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan 

produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang 

bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa 

dipertanggungjawabkan dengan maksimal 

c. Biaya kehidupan yang tinggi. 

         Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah 

sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji 

masyarakat.Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita 

                                                           
23http://zmilglobs.blogspot.com/2018/01/makalah-kemiskinan-di-indonesia.html, diakses 

pada 1 Januari 2019 

http://zmilglobs.blogspot.com/2018/01/makalah-kemiskinan-di-indonesia.html
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di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja 

ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya 

pengangguran. 

d. Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang merata. 

         Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok 

dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak 

langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain 

rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.24 

Selain itu, ada juga penyebab utama lain dari timbulnya kemiskinan ini, 

diantaranya : 

a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 

b. Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, 

pendidikan, dan sempitnya lapangan pekerjaan 

c. Kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha  

d. Kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan seseorang 

e. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam  

f. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya 

tanggungan keluarga.25 

g. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi 

dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan 

rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. 

                                                           
24Ibid 
25 Ibid 
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4. Jenis-Jenis Kemiskinan 

         Suharto (2006 : 148 – 149) mengatakan bahwa ada tiga kategori 

kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu: 

1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan 

sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan 

di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber 

pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai 

pelayanan sosial. 

2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah 

garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap 

pelayanan sosial dasar. 

3. Kelompok rentan (vunerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan 

bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih 

baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya 

kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih 

rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka 

seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan 

“destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan 

sosial.26 

    

                                                           
26bid 
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      Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk 

menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. 

Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari 

Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut: 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar 

(sandang, pangan dan papan). 

b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya 

(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 

c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi 

untuk  pendidikan dan keluarga). 

d.  Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual 

maupun massa. 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya 

sumberdaya alam. 

f. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 

g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian 

yang berkesinambungan. 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun 

mental. 
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i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak 

terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, 

kelompok marginal dan terpencil).27 

         Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam 

melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut.Persoalan 

real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam 

bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural 

sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk 

dapat memajukan hidupnya.Pada umumnya di Negara Indonesia 

penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, Seperti kita 

ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang 

dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian 

banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu 

menyebabkan kemiskinan di Indonesia. 

b. Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia Pendapatan 

penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan 

relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada 

sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. 

Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia. 

                                                           
27BPS Provinsi DKI Jakarta. 2009. Jakarta Dalam Angka 2009. Jakarta : BPS Provinsi 

DKI Jakarta  
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c. Tingakat pendidikan masyarakat yang rendah Banyak masyarakat 

Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh 

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya 

untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat 

pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki 

ketrampilan yang memadai dehingga dapat memperoleh pendapatan 

yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran 

penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dapat di 

tanggulangi. 

d. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global. 

Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan 

per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu 

sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan 

per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya 

produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun 

beriringan.28 

e. Cara menanggulangi kemiskinan 

Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari 

tiga komponen: 

1. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin  

2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. 

                                                           
28Edi Suharto. Phd. Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. 
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3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin29 

        Jadi, menurut saya kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang 

tidak dapat atau kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. 

Selain itu juga menurut saya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. 

Hal ini terlihat dari jumlah pengangguran yang masih tinggi serta masih 

banyaknya anak-anak yang tidak lulus sekolah serta masih banyak warga 

kota yang tinggal di lingkungan kumuh dipinggiran kota. Cara 

menanggulani kemiskinan di Indonesia menurut saya mengurangi jumlah 

pengangguran contoh membuka lapangan kerja dan memberikan pelatihan 

bagi pengangguran kerajinan yang dapat dipasarkan. 

C. Kartu Keluarga Sejahtera 

1. Sejarah Perpindahahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

         Pemerintahan Presiden SBY pernah meluncurkan Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) dalam rangka Program Percepatan dan 

Perluasan Sosial(P4S). Rumah tangga berhak menerima program-

program perlindungan sosial seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), 

Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara 

Masyarakat (BLSM).30 

         Pada saat ini Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu 

Keluarga Sejahtera  (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas 

bagi penerima program perlindungan sosial. Dalam menjalankan program-

                                                           
29http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/Makalah-Tentang-

Penanggulangan-Kemiskinan-di-Indonesia.html, di unduh pada 20 Oktober 2018 

 30Subarsono.Analisis Kebijakan Publik.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 20 

http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/Makalah-Tentang-Penanggulangan-Kemiskinan-di-Indonesia.html
http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/Makalah-Tentang-Penanggulangan-Kemiskinan-di-Indonesia.html
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program perlindungan sosial ini, pemerintah mengeluarkan dua peraturan 

yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat 

untuk membangun keluarga produktif.  

         Bagi keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini berhak 

mendapat program perlindungan sosial. Program Indonesia sehat, Program 

Indonesia Pintar dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang 

merupakan bagian dari program KKS. Ini berarti penerima KKS berhak 

mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk 

keuangan digital dengan pemberian SIM Card yang berisi e-money dan 

dalam bentuk simpanan giro pos. 

   Jumlah uang yang diterima pun berbeda, sesuai dengan kriteria 

penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) contoh berapa jumlah lansia 

dan anak yang terdapat dalam Kartu Keluarga. Misal, dalam Kartu 

Keluarga terdapat 1 orang lansia yang berumur 65 tahun, beliau 

mendapatkan dana KKS sebesar Rp 450.000,00, sedangkan jika dalam KK 

terdapat 2 orang anak diantaranya 1 anak usia sekolah dan 1 balita 
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mendapatkan dana KKS sebesar Rp 850.000,00 per 3 bulan.Namun, jika 

lansia tersebut tinggal sendiri mendapatkan KKS sebesar Rp 650.000,0031 

2. Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera 

         Kartu Keluarga Sejahtera (bahasa Inggris: cash transfers) atau 

disingkat KKS adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian 

uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash 

transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk 

masyarakat miskin.32Negara yang pertama kali memprakarsai KKS adalah 

Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran 

danayang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program KKS 

berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. 

         KKS adalah singkatan dari Kartu Keluarga Sejahtera yaitu 

merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekeningsimpanan bagi 

masyarakat kurang mampuyang di atur dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia 

Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. 

  Sedangkan PKH adalah Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  

suatu  program  yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada  Keluarga  

Miskin  (KM),  jika  mereka memenuhi  persyaratan  yang  terkait  dengan  

upaya  peningkatan  kualitas  sumberdaya     manusia     (SDM),     yaitu     

pendidikan,   kesehatan dan kesejahteraan  social. Program  PKH  ini  

                                                           
31 Zainuddin, Analisis Kebijaksanaan Program KKS, (Universitas Hassanudin Makassar, 

2017), h.8 

 32http//www.wikipedia.com, diunduh pada 11 Desember 2017 
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merupakan  program  yang  dibuat  oleh  Kementerian  Sosial  RI  yang  

berlandaskan  pada  Keputusan  Menteri  Koordinator  Bidang  

Kesejahteraan  Rakyat  selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan, No:31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim 

Pengendali  Program   Keluarga   Harapan” tanggal   21   september 2007.  

 Hubungan antara KKS dan PKH adalah PKH merupakan 

penyempurna dari KKS yaitu membantu masyarakat tidak mampu untuk 

meningkatkan taraf hidupnya dimana KKS yang diberikan hanya sejumlah 

uang tunai sedangkan PKH yang diberikan adalah sejumlah uang tunai dan 

sembako seperti beras dan telur. 

         Secara nasional penerima KKS telah mencapai 15,5 juta keluarga 

kurang mampu di seluruh Indonesia, yang terdiri dari satu (1) juta keluarga 

diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian 

simcard, dan sisahnya sebanyak 14,5 juta keluarga diberikan dalam bentuk 

giro possecara bertahap di tahun 2015.Setiap keluarga diberikan sebanyak 

200 ribu per bulan per keluarga yang diisi setiap 2 bulan sekali. Untuk 

memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah 

memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan 

pemberian dalambentuksimpananadalah: 

a. Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif 

b. Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan 

inklusif 

c. Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang 

tunai 
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d. Mengurangi antrian33 

 

3. Tujuan Kartu Keluarga Sejahtera 

Berikut adalah tujuan dari KKS: 

1. KKS ini berfungsi sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak  

menerima bantuan uang dari pemerintah. Si pemilik KKS akan 

diberikan SIM Card yang bisa dipasang di handphone untuk mengecek 

saldo.Layanan ini biasa disebut e-money atau layanan keuangan digital, 

atau dengan carabisa melihat penyalurannya melalui aplikasi *141*6# 

dari telepon genggam mereka34 

2. Menurunkan jumlah warga miskin. Dan dapat menjaga daya beli 

masyarakat dan melepas keterpurukan. 

3. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan  

dasarnya; 

4. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat 

kesulitan ekonomi; 

5. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.35 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Ibid 

 34ibid 
35https://kholidaaisyah.blogspot.com/2014/01/bantuan-langsung-tunai-blt.html, diakses 

pada 1 November 2018 

https://kholidaaisyah.blogspot.com/2014/01/bantuan-langsung-tunai-blt.html
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1. Dasar Hukum 

a. QS Al Baqarah:273 
 

                             

                          

                  

 

 
“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 

Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-

minta.kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 

meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik 

yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui.” 

b. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014  Tentang Pelaksanaan Program 

Sks, Pip & Pis pada era Jokowi PelaksanaanProgram Simpanan Keluarga 

Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 

Membangun Keluarga Produktif. Dalam Instruksi Presiden Republik 

IndonesiaNomor 7 Tahun 2014 terdiri atas 3 kartu yang dimana salah 

satunya yaitu Program kartu keluarga sejahtera(KKS)Yang 

menandaiupaypeningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang 

berbunyi Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

program perlindungan sosial melalui Program Simpanan Keluarga 
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Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, 

dengan ini menginstruksikan: 

a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program 

Indonesia Sehat bagi keluarga kuran6 mampu dengan melibatkan 

seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. 

b. Pembiayaan pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 

Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat 

yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. 

d. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan..36 

2. Target Kartu Keluarga Sejahtera 

Rumah tangga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) , meliputi gelandangan, penghuni panti asuhan, panti jompo.37  

3. Pencairan Dana 

         Dana bantuan Rp. 6,4 triliun dari bantuan sosial kementerian sosial, 

yang dimana setiap keluarga mendapatkan bantuanRp. 200 per bulan yang 

                                                           
36www.kemsos.go.id, diakses pada 21 Januari 2018 

 37
ibid 

http://www.kemsos.go.id/
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akan diisi setiap 2 bulan. Untuk pencairan melewati via Giropos.Adapun 

syarat untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai berikut 

: 

a. Datang ke kantor Pos membawa KK dan KTP. Bagi mereka yang tidak 

memiliki KPS lagi karena hilang. 

b. menyertakan identitas lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK) dan atau surat keterangan lain dari kelurahan (sesuai 

domisili) sebagaimana yang pernah dilakukan pada waktu pembuatan 

KPS. 

c. Bagi mereka yang tidak lagi memiliki KPS dan atau baru menyertakan 

data-data lain pengganti KPS maka proses pengecekan akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mohon untuk bersabar 

karena proses pengecekan harus dilakukan secara komprehensif guna 

menghindari kerangkapan data atau kesalahan pendataan lainnya. 

d. Setelah KPS diserahkan dan telah di verifikasi oleh petugas kantor Pos, 

maka selanjutnya warga akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) beserta dengan Sim Card (kartu chip telpon) uang elektronik. 

Jadi pastikan Anda memiliki telpon selular guna mengecek saldo yang 

nantinya dikirimkan melalui pesan singkat (SMS). 

 Setelah semua data telah di verifikasi keabsahannya, maka 

selanjutnyapetugas akan memberikan tanda bukti serah terima yang harus 
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ditanda tangani oleh penerima kartu yang bersangkutan beserta dengan KKS 

baru.38 

  

 Jadi menurut saya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah bantuan 

dana dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada di 

Indonesia. Namun pada saat ini Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) banyak yang 

tidak tepat sasaran karena pada kenyataannya banyak keluraga miskin yang 

tidak dapat sedangkan keluarga yang mampu mendapatkan. Sedangkan 

perbedaan KKS dan PKH adalah sama-sama bantuan dana dari pemerintah 

untuk rakyat miskin, tetapi jika PKH ada tambahan Beras dan Telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Ibid, Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknis Program Kartu Keluarga Sejahtera 

kepada Rumah Tangga Sasaran, (Jakarta: Depsos RI, 2008), h. 46 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

       Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu 

tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektivitas 

sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.39 

       Penelitian yang akan penulis gunakan ini adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.40Jadi penelitian kualitatif 

ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui 

bagaimana situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk 

mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya, sehingga 

dapat diartikan penelitian ini hanya berupa keterangan mengenai 

bagaimanakah pendistribusian dana KKS untuk mengurangi angka 

kemiskinan di desa Rejo Asri VIII kecamatan Seputih Raman. 

 

 

 

 

                                                           
39Ibid, h.96. 
40UharSuharsaputra, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, (Bandun: 

PT. RefikaAditama, 2012), h. 181 
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2. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.41 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Sumber Data Utama (Primer) 

Sumber data utama yaitu sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.42Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 

wawancara di lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni : 

a. Perangkat desa Rejo Asri VIII (RT, RW, Kepala Desa, Sekretaris) 

sebagai pengelola data keluarga yang seharusnya mendapatkan 

Bantuan KKS 

b. Masyarakat yang seharusnya menerima Kartu Keluarga Sejahtera 

namun pada kenyataannya mereka tidak menerimanya. 

2. Sumber Data sekunder 

       Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer.43Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder 

dari buku-buku dan jurnal skripsi tentang Kartu Keluarga Sejahtera. 

a. Buku-buku dan Jurnal skripsiTentang Kemiskinan salah satunya 

yaitu buku karangan Nasikun.1996. tentang Urbanisasi dan 

Kemiskinan.Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya 

                                                           
41Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi revisi IV, 

(Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 12. 
42BurhanBungin, MetodologiPenelitian Social Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif 

Dan KualitatifUntukStudi Social, KebijakanPublik, KomunikasiManajemen, Dan Pemasaran, 

(Jakarta: Kencana, 2009), H. 129 
43Ibid. 
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b. Jurnal Skripsi KKS salah satunya yaiutu Dian Marini tahun 2015 

dengan judul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang 

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. 

c. Internet 

3. Teknik Pengumpul Data 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara (interview) 

       Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka 

untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.44 Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara yang di wawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi 

obyek wawancara yaitu : 

2. Perangkat desa Rejo Asri VIII (RT, RW, Kepala Desa, Sekretaris) 

sebagai pengelola data keluarga yang seharusnya mendapatkan 

bantuan KKS 

  3. Masyarakat yang seharusnya menerima Kartu Keluarga Sejahtera 

namun pada kenyataannya mereka tidak menerimanya 

                                                           
44Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.83 
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2. Dokumentasi  

       Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan,transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya.45Dokumentasi dalam penelitian ini yang 

peneliti gunakan adalah arsip untuk mengetahui struktur organisasi, derah 

yang mendapat KKS untuk perbandingan, dan data-data dokumentasi 

lainnnya. 

1. Teknik Analisa Data 

       Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah di baca dan diinterprestasikan.46 Metode analisi data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah cara berfikir deduktif, karena pada umumnya 

bertolak dari umum yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang 

khusus. Beranjak dari definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara 

deduktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik 

ke khusus.Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang 

diperoleh dari suatu kasus umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang 

berlaku secara khusus. 

 

 

 

 

 

                                                           
45Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), h.130. 
46Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3ES, 

(1995),  h. 263 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. PROFIL DESA REJO ASRI 

1. Sejarah Desa Rejo Asri 

       Pada zaman pemerintahan Belanda, Kabuputen Lampung Tengah 

merupakan Onder Afdeling Sukadana yang ini terdiri atas 3 (tiga) distrik 

yaitu : 

b. Onder Distrik Sukadana, terdiri atas Marga Sukadana, Marga Tiga, 

Marga Nuban dan Marga Unyai Way Seputih. 

c. Onder Distrik Labuhan Meringgai, terdiri atas Marga Sekampung Ilir, 

Sekampung Udik, dan Marga Subing Labuhan. 

d. Onder Distrik Gunung Sugih, terdiri atas Marga Unyi, Subing, Anak 

Tuha Dan Marga Pubian. 

       Pada zaman penjajahan Jepang, wilayah Kabupaten Lampung Tengah 

adalah wilayah Bun Shu Metro yang terbagi dalam beberapa Gun Shu, 

marga-marga dan kampung-kampung.Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun 

Shu Cho, Gun Shu Oleh seorang Gun Shu Cho dan Kampung dikepalai oleh 

seorang kepala Kampung.Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya 

Peraturan Peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah 

menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang 

bupati.Bupati pertama adalah Burhanuddin (1945-1948).Bertitik tolak dari 

hal tersebut, ditinjau dari aspek perkembangan organisasi pemerintahan 
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maka pembagian wilayah Lampung atas Kabupaten-kabupaten terjadi pada 

zaman penjajahan Jepang. 

Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975) 

        Secara hukum pembentukan Kabupaten Lampung Tengah didasarkan 

atas Undang Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Sumatera Selatan.Pada masa ini pemerintahan Marga dibubarkan dan 

diganti dengan sistem Pemerintahan Negeri.Pemerintahan Negeri terdiri dari 

seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri.Kepala Negeri dipilih oleh 

Dewan Negeri dan Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung 

Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri yaitu Negeri Trimurjo, Negeri Metro, 

Pekalongan, Tribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way 

Seputih dan Negeri Seputih Barat. 

        Karena Sistem Pemerintahan Negeri dirasakan kurang serasi dengan 

Pemerintahan Kecamatan, maka pada Tahun 1972 Gubrnur Daerah Tingkat 

I Lampung mengambil kebijakan secara bertahap menghapus pemerintahan 

Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat kepala negeri yang telah habis 

masa jabatannya. Secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri terjadi 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Desa.Masa Otonomi Daerah (1999 s/d sekarang) 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tk.II 
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Metro, maka kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten 

Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah Sendiri. 

Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut, Ibu kota kabupaten yang 

sebelumnya berkedudukan di Metro, dipindahkan ke Kota Gunung 

Sugih.Setelah mengalami pemekaran yang sebelumnya terdiri atas 24 

kecamatan menjadi 13 kecamatan definitive dan 14 Kecamatan 

persiapan.Pada Tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 26 kecamatan. 

        Selanjutnya sejak Agustus 2004 dengan definitivenya kecamatan Anak 

Ratu Aji, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 

27 Kecamatan dengan 276 kampung dan 10 kelurahan.Salah satunya yaitu 

kecamatan Seputih Raman Lampung tengah.Desa Rejo Asri terletak di 

Kecamatan Seputih Raman Lampun Tengah berdiri pada tahun 1954 dengan 

terdiri dari 8 Dusun.Namun, pada tahun 1999 Desa Rejo Asri mengalami 

perubahan yaitu hanya terdiri dari 6 Dusun dimana Dusun I dan 2 

mengalami pemekaran dengan wilayah Kotagajah. Berikut adalah Peta Desa 

Rejo Asri: 

 

 

 

  

 

 

Dokumentasi Desa Rejo Asri 
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2.  Data Monografi Kampung/ Kelurahan 

1. Kampung / Kelurahan  : REJO ASRI 

2. Nomor Kode   : 02 

3. Kecamatan     : Seputih Raman 

4. Kabupaten    : Lampung Tengah 

5. Propinsi    : Lampung 

6. Keadaan data   : Bulan Desember 201847 

 

3. Bidang Pemerintahan 

   a. Luas Desa/ Kampung : 1.116,6 ha2  

    

b. Batas wilayah   

1) Sebelah Utara : Rama Dewa 

2) Sebelah Timur : Rukti Endah & Kedaton II Lampung Timur 

3) Sebelah 

Selatan 

: Kotagajah timur dan Purwo-  sari Lampung 

Timur 

 

4) Sebelah Barat :  Rejo Basuki48  

    

 

c. Kondisi Geologis 

   

    

                                                           
47Dokumentasi Profil Desa Rejo Asri Tahun 2014  
48 Ibid 
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Ketinggian tanh dari permukaan 

laut 

: 76 m 

Banyaknya Curah hujan per tahun : 36-37 mm/th 

Topografi  : Dataran rendah 

Suhu udara rata-rata : 28-33 derajad celcius49 

 

 

c.d.  Orbitasi    

1) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan : 4,5  km 

2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 15  km 

3) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 75 km 

4) Jarak dari Ibu Kota Negara :      Km50 

 

 

B. Pendistribusian dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Untuk 

Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Rejo Asri VIII Kec. Seputih Raman 

       Kartu Keluarga Sejahtera atau disingkat KKS adalah program bantuan 

pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik 

bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.51Negara yang 

pertama kali memprakarsai KKS adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh 

negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang 

                                                           
49Ibid 
50Ibid 

 51http//www.wikipedia.com, diunduh pada 11 Desember 2017 
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dijalankan dalam program KKS berbeda-beda tergantung kebijakan 

pemerintah di negara tersebut. 

 KKS adalah singkatan dari Kartu Keluarga Sejahtera yaitu merupakan 

bantuan non tunai melalui pembukaan rekeningsimpanan bagi masyarakat 

kurang mampuyang di atur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera, PrograIndonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 

Membangun Keluarga Produktif. Berikut adalah data keluarga miskin pada 

tahun 2015-2016: 

Data Masyarakat yang mendapatkan KKS Tahun 2015-201652 

No 2015 2016 

1 Misini Misini 

2 Sringatin Sringatin 

3 Kapsah Kapsah 

4 Juita Tuliana Juita Tuliana 

5 Rosini Rosini 

6 Mujilah Mujilah 

7 Mami Umi Rosidah Mami Umi Rosidah 

8 Srimulyani Srimulyani 

9 Titin Wiwayah Titin Wiwayah 

10 Marsuti Marsuti 

11 Katemi Katemi 

                                                           
52 Wawancara kepada Bapak Supriyono Pada tanggal 10 juni 2019 
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12 Sriami Sriami 

13 Sriyatun Sriyatun 

14 Umayah Umayah 

15 Winarti Winarti 

16 Siti Fatimah Siti Fatimah 

17 Siti Robita Siti Robita 

18 Purwanti Purwanti 

19 Susiah Susiah 

20 Suwarno Suwarno 

21 Sukirah Sukirah 

22  Siti Mokiroh 

23  Warinem 

24  Salasatun 

25  Tumirah 

26  Hariyatin 

27  Insria 

28  Musrini 

29  Siti Aisyah 

30  Murtini 

31  Eka Sandriani 

32  Saniyem 

33  Wiwik 
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  Menurut data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kemiskinan pada tahun 

2015 atau sebelum adanya bantuan KKS sebanyak 21 orang.Pada tahun 2016 

atau setelah adanaya bantuan KKS jumlah masyarakat miskin bertambah 

menjadi 33 orang.Hal ini menunjukkan adanya penambahan jumlah angka 

kemiskinan yang ada di Desa Rejo Asri VIII. 

   Mekanisme pendistribusian KKS di Desa Rejo Asri VII dibilang tidak 

merata, karena data yang ada tidak diperbaharui.Sedangkan mekanisme 

penyalurannya yaitu Fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Materai 6000 

sebanyak 2 lembar. Saat pencairan dana yaitu membawa kartu KKS, dan 

langsung tarik tunai dengan menggunakan mesin ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri) mini yang dibawa oleh petugas.53 

   Desa Rejo Asri VIII mendapatkan bantuan KKS pada tahun 2015, 

sedangkan masyarakat yang mendapatkan yaitu masyarakat yang masuk 

kategori jompo dan balita. Perkembangan KKS yang ada di Desa Rejo Asri 

VIII pun mengikuti perkembangan pemerintahan yang semakin maju, dari 

awalnya saat pencairan mengambil di kantor pos, sekarang dapat mengambil 

menggunakan ATM.54 

 Kriteria masyarakat miskin di desa Rejo Asri VII yang mendapatkan 

bantuan KKS yaitu: 

1. Kurang mampu/miskin 

2. Jompo 

3. Balita 

                                                           
53 Wawancara kepada bapak Surahman, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
54 Wawancara kepada bapak Diranto, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
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4. Per Kartu Keluarga hanya mendapatkan 1 Kartru Keluarga Sejahtera 

(KKS) 

5. Pembaharuan data keluarga miskin pun terkadang dilakukan dengan 

catatan ada yang pindah tempat, meninggal dunia.55 

       Jumlah uang yang diterima pun berbeda, sesuai dengan kriteria 

penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) contoh berapa jumlah lansia dan 

anak yang terdapat dalam Kartu Keluarga. Misal, dalam Kartu Keluarga 

terdapat 1 orang lansia yang berumur 65 tahun, beliau mendapatkan dana 

KKS sebesar Rp 450.000,00, sedangkan jika dalam KK terdapat 2 orang 

anak diantaranya 1 anak usia sekolah dan 1 balita mendapatkan dana KKS 

sebesar Rp 850.000,00 per 3 bulan.Namun, jika lansia tersebut tinggal 

sendiri mendapatkan KKS sebesar Rp 650.000,0056 

   Selain itu juga, peneliti pun melakukan wawancara kepada 

masyarakatyang telah mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan 

bantuan KKS. 

    Dilihat dari adanya bantuan dana KKS, ada yang mendapatkan dan 

juga tidak mendapatkan. Untuk penerima dana tersebut seseorang yang 

seharusnya menerima dana KKS tidak menerima, namun seseorang yang 

dikategorikan hidupnya sudah layak atau mampu malah menerima bantuan 

KKS tersebut . 

                                                           
55

Wawancara kepada bapak Supriyono selaku pengurus KKS desa Rejo Asri VIII, 

dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
56 Zainuddin, Analisis Kebijaksanaan Program KKS, (Universitas Hassanudin Makassar, 

2017), h.8 
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    Berikut wawancara dari narasumber yang mendapatkan bantuan dana 

kks  dan juga wawancara kepada narasumber yang tidak mendapatkan 

bantuan dana KKS  

    Menurut ibu Siti Aisyah, beliau sudah mendapatkan sebanyak 9 kali 

dana KKS dan sangat membantu keuangannya untuk biaya anak sekolah 

namun, bagi ibu Karsinah Dana KKS belum mensejahterakan bahkan jauh 

dari kata sejahtera.karena nominal yang diberikan tidak sebanding dengan 

pengluaran.57 

     Menurut Ibu Sriyatun, beliau adalah keluarga mampu. Namun beliau 

mendapatkan Bantuan dana KKS. Menurut beliau, ia tidak mau jika harus 

melapor kepetugas, karena menurutnya dana KKS adalah uang gratis yang 

harus diterima jika mendapatkan dan tidak boleh ditolak.58 

     Sedangkan untuk kluarga yang tidak mendapatkan dana KKS seperti 

keterangan dibawah : 

     Menurut Bapak muhaimin, beliau masuk kategori keluarga kurang 

mampu, karena beliau tidak mempunyai lahan persawahan dan rumah yang 

sangat sempit, namun beliau tidak pernah dikunjungi oleh petugas. Menurut 

beliau , bapak muhaimin  ikhlas jika tidak mendapatkan bantuan biarlah 

mereka yang kaya yang mendapatkan suatu saat insya Allah mereka akan 

mengerti.59  

      Menurut Bapak Zainul Murti, KKS Di Desa Rejo Asri VIII tidak adil 

karena masyarakat yang mampulah yang mendapatkan dan saudara dari perangkat 

                                                           
57 Wawancara kepada ibu Siti Aisyah, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
58 Wawancara kepada Ibu Sriyatun, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
59 Wawancara kepada BapakMuhaimin,dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
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desa yang mendapatkan. Bahkan masyarakat yang memiliki kendaraan Mobil 

Pribadi dan mempunyai penhasilan lumayan justru mendapatkan.60 

     Menurut Ibu Siti Juria, seharusnya pemerintah memberikan bantuan 

harus tepat sasaran, jangan asal aja. Masyarakat mampu malah mendapatkan 

bantuan, sedangkan masyarakat miskin tidak mendapatkan.Menurutnya itu tidak 

adil, karena kasihan kepada masysarakat yang tidak mampu dan tidak 

mendapatkan.61 

     Menurut Bapak Darmaji selaku tokoh agama, data-data masyakat 

yang mendapatkan KKS harus diperbaharui jangan yang pindah alamat dan yang 

meninggal saja, bahkan yang dapat bantuan termasuk saudara dari pihak yang 

mendata bantuan KKS tersebut.62 

      Menurut paparan tersebut dapat di katakan bahwa bantuan KKS cukup 

membantu untuk menambah uang belanja harian dan bayar spp bagi keluarga 

miskinakan tetapi dalam pendistribusian bantuan dana KKS  tersebut tidak 

merata, Di Desa Rejo Asri Vlll dalampendistribusian dana KKS itu tidak tepat 

sasaran, karena orang yang bisa dikatakan mampu mendapatkan dana bantuan 

tersebut justru yang bisa dikatakan tidak mampu tidak mendapatkan dana bantuan 

tersebut dan sebagian keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut masih saudara 

dari perangkat desa sehingga mendapatkan bantuan KKS padahal mereka bisa 

dikategorikan keluarga mampu. 

                                                           
60 Wawancara kepada Bapak Zainul Murti, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
61 Wawancara kepada Ibu Siti juria, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
62 Wawancara kepada Bapak Darmaji, dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 
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C. AnalisisPendistribusian dana KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Untuk 

Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa Rejo Asri VIII Kec. Seputih Raman 

         KKS adalah singkatan dari Kartu Keluarga Sejahterayang merupakan 

bantuan non tunai melalui pembukuan rekening simpanan bagi masyarakat kurang 

mampu. 

        KKS cukup membantu bagi keluarga yg tidak mampu atau keluarga miskin  

yaitu untuk membayar spp anak nya dan menambah uang belanja harian keluarga 

miskin tersebut. 

        Bapak muhaimin termasuk keluarga tidak mampu,karna beliau tidak 

mempunyai lahan persawahan dan rumah sangat kecil, beliau tidak pernah 

dikunjungi dari pihak kelurahan terkait dengan pendataan penerima bantuan KKS, 

seharusnya beliau mendapatkan bantuan tersebut karena beliau termasuk kategori 

daftar penerima bantuan. 

       Siti Sriyatun termasuk keluarga yang bisa dikategorikan keluarga yang 

mampu tetapi beliau mendapatkan bantuan KKS, karena beliau masih saudara dari 

pihak yang mendata keluarga miskin, seharusnya beliau tidak mendapatkan karna 

mempunyai lahan yang cukup lebar dan rumah yang layak. 

        Hal ini menyebabkan kesenjangan di masyarakat , karena seharunya yang 

mendapatkan dana KKS adalah orang yang tidak mampu bukan orang yang 

mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan dana tersebut,seharusnya dengan 

adanya bantuan dana KKS kepada masyarakat yang ada di Desa  Rejo Asri Vlll, 

belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahtraan.  
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        Kelemahan bantuan Dana KKS menurut masyarakat pun tidak ada 

kelemahannya, menurut masyarakat umtuk nominal yang mereka terima tidak 

dipermasalahkan karena namanya saja bantuan, berapapun nominalnya diterima 

dan disyukuri. Bahkan ada masyakat mampu yang mendapatkan mereka tidak  

mau melapor kepetugas bahwa mereka mampu, dikarenakan menurut mereka, 

mereka senang mendapatkan dana bantuan Tersebut secara gratis. 

          Hal ini bisa dikatakan bahwa pendisribusian bantuan dana KKS di Desa 

Rejo VIII tidak merata atau tidak tepat sasaran, karena masih ada keluarga yang 

dikategorikan mampu dan keluarga tersebut masih ada hubungan kerabat dengan 

perangkat desa, oleh karena itu mendapatkan bantuan KKS dan keluarga yang 

memang di kategorikan benar-benar tidak mampu tidak mendapatkan bantuan 

KKS. Seharusnya pemerintah lebih teliti lagi dalam mendata keluarga yang 

mampu dan tidak mampu agar pendistibusian dana KKS dapat disalurkan secara 

adil tanpa harus mengecewakan pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan 

KKS tersebut. 

           Bagi keluarga yang mendapatkan bantuan dana KKS, menurut mereka 

bantuan dana KKS tersebut tidak membantu mereka untuk meningkatkan taraf 

hidup mereka, akan tetapi hanya membantu sedikit biaya hidup mereka. Selain itu 

juga adanya KKS untuk anak sekolah yang hanya dapat membantu untuk membeli 

peralatan sekolah saja dan tidak membantu untuk meringankan biaya sekolah. 

Untuk para lansia yang mendapatkan KKS, sedikit membantu mereka untuk 

memenuhi biaya hidup nya dan mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup setiap hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil peneliian dapat di simpulkan bahwa program bantuan 

dana KKS untuk mensejahtrakan keluarga miskin tidak berhasil  diterapkan 

dengan benar karena dalam pendistribusian dana KKS di Desa Rejo Asri Vlll 

tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan adanya  kecurangan dalam sistem 

pendataan nya, karena pihak yang mendata dan yang masuk dalam data penerima 

bantuan ada hubungan kerabat, sehingga terjadi kesenjangan dimasyarakat karena 

keluarga yang seharusnya mendapakan bantuan tidak mendapatkan dan keluarga 

yang seharusnya tidak mendapatkan malah mendapatkan bantuan tersebut, serta 

tingkat kesadaran keluarga yang sudah mampu untuk mengalihkan bantuan 

tersebut kepada orang yang berhak mendapatkan tidak ada samasekali.  

 

B. Saran 

1. Seharusnya petugas daerah yang menangani KKS lebih rejin mementau 

perkembangan KKS didesa, jangan hanya datang saat pencairan saja 

2. Untuk perangkat desa harus lebih adil dan memperhatikan masyarakat 

yang mendapatkan dan tidak mendapatkan 

3. Bagi masyarakat yang mendapatkan, jika bukan haknya jangan diambil 
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